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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG

PEDOMAN PENDOKUMENTASIAN HASIL PENDAFTARAN PENDUDUK

DAN PENCATATAN SIPIL DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674);
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Menetapkan

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3151);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4736);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan Arsip Statis (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 143);

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2010 tentang Pedoman Pengangkatan Dan
Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan
Sipil Dan Petugas Registrasi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2010 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan
Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG

PEDOMAN PENDOKUMENTASIAN HASIL PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI DAERAH.


http://www.djpp.depkumham.go.id

3 2012, No.177

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

Pendokumentasian adalah proses penciptaan, pelayanan, penataan,
penyimpanan dan penyusutan.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang
bertempat tinggal di Indonesia.

Warga Negara Indonesia, selanjutnya disingkat WNI adalah orang-
orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang
disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.

Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat
yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil.

Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perangkat
pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang
melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan
hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang
tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan
dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan
komunikasi data.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat
SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi
administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.

Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas
keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan
dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas
resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang
jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan
keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk,
pencatatan atas pelaporan Peristiwva Kependudukan dan pendataan
Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan
Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat
keterangan kependudukan.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami
oleh seseorang dalam register Akta Pencatatan Sipil pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang
harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau
perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat
keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan
alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Peristiwva Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang
meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,
pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan
nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
selanjutnya disingkat UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan
pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta
Pencatatan Sipil.

Dokumen Aktif adalah dokumen dinamis yang secara langsung dan
terus menerus diperlukan dan dipergunakan dalam penyelenggaraan
administrasi kependudukan.

Dokumen Inaktif adalah dokumen dinamis yang masih diperlukan dan
dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan
yang frekuensi penggunaannya sudah menurun/berkurang atau
sudah tidak berlaku.

BAB Il
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pendokumentasian hasil pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil, meliputi:

a.
b.

pengolahan dokumen; dan
pengendalian dokumen.
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Pasal 3
Dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, meliputi:
a. dokumen aktif; dan
b. dokumen inaktif.
Dokumen aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. persyaratan administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil;
b. formulir-formulir pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang
telah diisi oleh penduduk;

c. surat keterangan kependudukan hasil pelayanan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil;

d. kartu keluarga;
e. register akta pencatatan sipil; dan

f. buku-buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil.

Dokumen aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah
menjadi dokumen inaktif.

Dokumen inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sudah
tidak mempunyai nilai guna dapat diretensi, kecuali register akta
pencatatan sipil.

BAB Il1
PENANGGUNGJAWAB
Pasal 4

Pendokumentasian hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tugas dan
tanggungjawab Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
kabupaten/kota.

Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan pelayanan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa
penting.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan
pendokumentasian hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
kepada Bupati/Walikota.

Pasal 5

Pendokumentasian hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan:
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